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ABSTRAK 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap keuangan 

negara serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi harus 

berlandaskan kebijakan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia guna 

mencapai keadilan dan proporsionalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

kebijakan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi serta mengkaji pertimbangan 

hakim dalam Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024. Rumusan masalah penelitian ini 

meliputi kebijakan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dan dasar pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi 

didasarkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai 

hukum pidana khusus, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum umum, 

serta pedoman pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut 

menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan 

tingkat kesalahan, kerugian negara, dan dampak perbuatan. Dalam Putusan Nomor 

5574 K/Pid.Sus/2024, Majelis Hakim menyatakan unsur memperkaya diri tidak 

terbukti, namun unsur penyalahgunaan kewenangan terpenuhi berdasarkan fakta 

persidangan dan alat bukti yang sah. 
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